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BI'PATI ISATUilA
PITOVUTSI XTPUI,AUAN RIAU

PERATI'RAIT BI'FATI NATUTYA
IYOMOR 5 TAHUN 2015

TEIgTAflG

KOilISI PEITGAWASAIS DAN PERLIITDUITGAIT AITAK
DATRAII KABI'PATEil IIATUIIA

DEITGAIT NAIIMAT TI'HAIT YAITG MAIIA ESA

Menlmbang

tr6grlgrngat

BT'PATT IITATT'ISA,

a. bahwa untuk menjamin terlaksananya upaya
Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di
Kabupaten Natuna perlu dibentuk lembaga yang
Irdeperden untuk melaksanakan tugas Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

b. bahwa di wilayah I(abupaten Natuna masih terdapat
banyak anak yang perlu mendapat Perlindungan dari
berbagai macam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi
dan keterlantaran serta perlu mendapatkan
kesempatan seluasnya unhrk kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang secara wajar, baik secara
fisik, mental, maupun sosial.

c. bahs,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu
ditetapkan Perahrran Bupati tentang Komisi
Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Naflrna.

: 1. Llndang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (kmbaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3La3 );

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun t997 Nomor 3, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668h



3.Undang*Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan l{abupaten Pelalawan, I(abupaten
Rokan Hrdu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Siantan Sinsngl dan kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 39021
sebagaimana tetrah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tatrun 2OO8
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOB Nomor IOT , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a88O);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AOZ tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indoaesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2371;

5. Undang-Undang Nomo'r 23 Tahun 2004 tentarg
Pengfrapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4
Nomor 95, Tambahan Iembaran Negara Republik
Irrdoaesia Nomor 44L91;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaZ\;

7. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A1.4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang
Pembahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2OO2 tentang Perlindungan Anak {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O6h



PARAFKOORBINASI

SEIfiE AftIIOAEf;AHT I /('

l0.Peratr.rran Pemerintah Nornor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bag yang Mempunyai
Masalah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 3367);

ll"Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2oo16 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasarna Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumatr Tangga ( kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2M Nomor 15, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46Oa \

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OOT tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a768l;

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang
Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi
Saksi dan.l atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a818);

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Korrvensi Tentang Hak Anak ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57 l;

l5.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2AO2 kntang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk - bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

l6,Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2OO2 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi
Seksual Komersial Anak;

l7.Keputusan Pr,esiden Nomor 88 Tahun 2OA2 &ntang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan {
Tralficking ) Perernpuan dan Anak;

lS.Keputusan Presiden Nomor 77 Ta}:rtlla 2OO3 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

lg.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12
' Tahun 2OA7 Entang Penghapusan Perdagangan

Perempuan dan Anak { fVaffi*ingl ( kmbaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2AAT Nomor 12);

2o.Peraturan Daerah Frovinsi Kepulauan Riau Nomor 7
Tahun 2OLO tentang Penyelenggaraan" Perlindungan
Arrak { I-embaran Daera}r Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2O1O Nomor 7, Tambahan Iembaran Daerah
D-^.-:--: trfo^"farraa Piarr Nnmnr 7l'



2L.Peraturan daerah l(abupaten Natuna Nomor I Tahun
2Ol4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (

Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2414
Nomor I );

ilTIUTIISKAIS:

Menetapkan I PERATT RAII BIIPATI TEtrTAIIG PETBEITTIIKAII
KOilISI PEITGAYAAAIT DAIT PERLIIIDINTGA'r AITAI(
DAERAII TABI'PATEIT ITATI'IIA

BAB I
II TEfiTUAfi I'}IUXI

Pesal I
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat
dengan KPPAD adalah lembaga yang dibentuk
dengan tujuan untuk mengefektifkan
penyelenggaraan perlindungan Anak di Kabupaten
Natuna.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Natuna-

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selaqiutnya
disebut DPRD adalah DPRD Katmpaten Natuna.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Sekretariat Daerah adalah Seketariat Daerah
Kabupaten Natuna.

Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan
Arrak Daerah selanjutnya disebut Sekretariat KPPAD
adalah Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sel<retariat
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Natuna.

Sekretaris KPPAD adalah Pejabat Yang Memimpin
Sekretariat KPPAD.

Tenaga Ahli adalatr Seseorang yang memiliki
keahlian tentang anak dalam Bidang hukum, Bidang
Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Psikologi-

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
adalah Lembaga Daerah yang independen.

2.

3-

4.

5.

6.

7.

8.

9.



BAB II
PEUBTITTUI(AS

hsal2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk KPPAD Kabupaten
Natuna yang berkedudukan di Kabupate.n Nahrna-

Pasaf 3

KPPAD mempunyai tugas :

a. Melakukan Sosialisasi seluruh ketenhran perundang
- undangan yang berkaitan dengan perlindungan
anak;

b, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

c. Memberikan masukan dan usulan dalam
perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan
Perlindungan Anak;

d. Mengumpulkan data dan Informasi mengenai
Perlindungan Anak;

e. Menerima dan melakukan penelaahan atas
pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak
Anak;

f. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak
anak;

g. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang
dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak;
dan

h. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang
adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-
Undang ini.

Pasat 4

Anggota KPPAD berasal dari Unsur :

a. Pemerintah; danl atanu

b. Tokoh Agama; danlatatu
Tokoh Masyarakat; danlatau
Organisasi Sosial; danlatau
Organisasi Kemasyarakatan; dan/ atau
Organisasi Profesi: dan/ atau
l*mbaga Swadaya Masyarakat: dan/ atau
Dunia Usaha; dan/atau
Kelompok Masyarakat yang peduli terhadap
perlindungan anak.

c.
d.
e.

f.
9..
h.
i.

PAR,qF hG0RDlr'lfiSl
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Pasal 5

Anggota KPPAD dari unsur Pemerintah meliputi :

a. Pegawai Negeri sipil; atau
b. Anggota Polisi; atau
c. Anggota TM.

ksat 6

KPPAD beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua";
b" 1 (satu| orang \frakil Ketua; dan
c. 3 (satul orang Anggota,

Pasal 7

Pengisian Jabatan dalam KPPAD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, dipilih dan dilaksanakan oleh para
anggota KPPAD.

Fasal I

Anggota KPPAD diangkat untuk masa jabatan 5 ( lima )
tahun dan dapat kembali.

BAB Iu
PE,ilGAfiGKAT*IT DAX PDUBERHEtrTIAIT

Pesel9

Keanggotaan KPPAD diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan
Per,wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

Pesel 10

Anggota KPPAD berhenti karena :

a. Telah berakhir masa tugasnya; danlatau
b. Atas permintaan sendiri; dalir/ atau

Telah mer{adi Angota Partai Politik; dan/ atau
Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif de-orr/

atau
Mencalonkan diri sebagai Kepala Daeratr dan/ atau
Wakil Kepala Daerah; darl,l atau
Meninggal dunia; dan.l atau
Khusus untuk anggota yang berasal dari unsur
pemerintah memasuki usia pensiun.

c.
d.

e.

f.
o

FANAFKOORSIN
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Pesal 11

Datam hal Pegawai Negeri Sipillangpta TM duduk
dalam keanggotaan KPPAI) sebagai unsur
Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Polisi,
Anggota TM, yang bersanglutan diberhentikan
dari jabatan organiknya tanpa kehilangan
statusrrya sehagai Pegawai Negeri Sipil/ anggota
Polisi/ anggota TNI

Pegaurai Negeri Sipil/anggota Polisilanggota TNI
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dinaild<an pangkatnya setiap kali setingkat lebih
tinggr tanpa tfrikat jenjang pangkat, sesuai
dengan ketentuan trreratnran perundangan-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (U diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI apabila telah
mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-
hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-unda.ngan.

BAB IV
TATA CARA PEffiLIHAIS AISGGOTA XPPAI'

Fasal 12

Bupati mengangkat Panitia Seleksi anggota KPPAD
yang berangotakan sebanyak-banyaknya 7 (tt{uh}
orang.

Fasal 13

Susunan Panitia Seleksi KPPAD terdiri dari :

1 {satu} orar}g Ketua;
1 {satu} orang Sekretaris;
5 (lima ) orang Arrggota.

ksat 14

Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Anggota KPPAD
berasal dari:

1 {satu} orang unsur Pemerinta}r ;. dan. I atau-
l{satl$ orang tokoh argarna; dan/atau
l{satu} orang tokoh masyarakat; danlatau
I {satu} orang organisasi kemasyarakatan;dan/atau
l(sattr) orang Organisasi Profesi; dan/atau
l(satrr) orang l*mbaga Swadaya ma.syaraka[
dan/atau

g. l{satu} orang dunia usaha.

ts)

a.
b.
c.

a.
b.
c-.

d.
e.
f.
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Fasal i5

(1) Panitia mengumumkan secara luas seleksi Calon
Anggota I(PPAD meiaiui meciia massa ceiak cian
elektronik, surat edaran serta media lainnya.

(2! Pengumuman seleksi Anggota KPPAD
mencantumkan :

a. Persyaratan calon;
b. Waktu pengiriman berkas;
c. Waktu melaksanakan seleksi; dan
d. Waktu seleksi kelayakan dan kepatutan oleh

KPPAD.

Pasal 16

Pur-syaraiari Caluri KPPAD inelipuii :

a. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/
Sederajat;

. I AA , iU. jjcrusia mrrumiii t,u iii-tiuil;
c. Mendapat persehrjuan dari instansi/ organisasi /

lembaga yang bersangkutan;
.J fi -r- -L :.---- --: J--- .--!--"-:-ci. DcilaLJiirsu.tir,i.u (liltl lullir.rrr,
e. Tidak sedang menjalani proses hukum karena

kasus pidana;
r r: t-!- - -r-.-.- ' ,----!--:!--i. 'i'i(iai{ seDaga-r anggota par.at poii-rii.;
g. Berdomisili di Kabupaten Nahrna;
h. Bersedia aktif sebagai anggota KPPAD.

Pasal 17

ii) Paniiia rneiaicukar: Ferner-iksaan seiui-uh
keleng!<apan Administrasi calon anggota KPPAD.

(21 Calon anggota yang berkasnya tidak lengkap
cianlatau tidak memenuiri Persyaratan ciinyatai<an
gugur.

(3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi
administrasi diwajibkan mengikuti releksi terhrlis,
psikotes, waurancan cara dan /atau Penyarnpaian visi
dan misi.

Pesal 18

iii Dar-i pe-iakiiainaain seieksi tma dimaksu<i
dalam Pasal 17 ayat (3), panitia menetapkan 10
(sepuluh) orang calon anggota KPPAD uhrsan dari
__ --:_I118.S1irr$- IIraSUl g Ul1siir.

(21 Setiap unsur diwakili 1 (sahr) orang dan paling
oanyak 2 iouai orang.

(3) Panitia menyampaikan nama-narna 10 (sepuluh)
orang calon anggota KPPAD hasil seleksi
sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Bupati.PA$?AF KCIORDIN

$EltilLTIiitlS ilirEll,



IIEII 15

tll Panitia mryEffirukarr soearul luas seleksi Calxt
Ar,rygota KPPAD melalui media rna$s& etak dan
etrektronik, sr.l*at edaran serta stedia lainnJxa.

(2I Pengumuman seleksi Angota - KppAD
mencanh:rllarr:

krsJaratan calon;
Walffir pengiriman berkas;
\Uaktti melaksan*an setreksi; dan
\ryaku seleksi dan kepatutan oleh
KPPAD"

Pest 16

Fersyaratan Canon KPPAD meliputi :
a. Berpr:ndidikan sekura*g-kura*gnya At*i [fiad5ra

{D3} ;
b. Berusia minimal 3O tahun;
c. Merrdapat p,setujuan dari instansi/ organisasi /

Iembaga yang bereanglru.ta*;
d. Sehat jasfiani dan rohani;
e. Tidak sedang menjalani pnoses hukum karena

kasus pidarq
f. fidak sebagai angota partai politik;
g. EerdomisiE di lkbupaterl F{atuna;
h. Bersedia akdf sekgai ansota KPPAB.

Hssal I7
(1l Parritia melakr*kan Femeriksaan sehrruh

keleri,gfuapan Admfuii$trasi calon anggota KppAD.
(21 Calon anggota yang berkasrrya trak lengt<ap

dan/atau tidak mesnenrrtri Fersyareitan dinyatdran
gugur'

{3} Selumh peserta yang dinyatakan fulus seleksi
admiriistrasi diw4|ibkari merlgflruti seleksi ter,ttilis,
psikotes, \ra$rancancara dan/atau Penyampaian visi
dan misi.

kset 18

(U Dari pelaksanaan selieksi sebagaimana dimaksud
daXam PasaX 17 ayat {3}, pariitia menetapkan IO
{sepuluh} orang calon angota t<ppen uttrsan dari
masing-aasing uttsur.

l2l Setiap lmsur diwakili 1 {sa.tu} orang dan paling
baayak 2 {dud CIrang.

t3} Parnitia aenyarspaikal naula-nasra 1o {sepuluh}
oriang caloa angota KPPAD hasil seleksi
sebagaimana tersebut pada qyat {1} kepada Bupati.

a,
b.
e.
d-



ksal fs

{1} Panitia mengumumkan scaftr luas seleksi Calon
Anggota KPPAD melalui media Ba$se cetak dan
elektronik, surat edaran serta aredia lainnya,

(2) Pengumuman eetreksi
meneantumkan:

KPPAD

Persyaratan calon;
Walfir persiriman berkas;
Wakhr melaksanakan seleksi; dan
firaktu seleksi dan kepah,rtan oleh
KPPAS.

Pasd 16

Persyaratan Celsn KPPAD meliputi :
a. Berpendidikan selalrang-lrurangnya Sarjarra (S1l ;b. Berrrsia minimal SO tahun;
c. Mendapat persetu.juan dari insta*si/ organisasi /

lembaga ya*g krsangkrrtan;
d. Selut jasmani dan rohani;,
e. fidak sedang meqialani proses hukum karena

kasus pidana;
f. Tidak sebagai angota par,tai politilq
g. Berdomisili di Kabupaterr Hatuna;
h. Bersedia aktif sebagai anggota KPPAD.

ksl 17

tU Paaitia melakukan Pemeriksaan sehu-uh
kefuecgkapa$,administrasi ca,lou. anggota KP-P,AD,

{2, Catron anggota yang berkasnya tidal( Iengfuap
danlatau tidak mernenuhi Perqyramtan
gtrgtrf;

tsl Sehruh gleserta yang dinyatakan lulus seleksi
adrnfuristr,asi diurajihkan merrgikuti slelrsi tertulis,
psikotes,wErwanc€urcat*.dwrfaratr*genyampaimrvisi
dan misi"

EEseI IE

{1} Eari pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud
dalsm Fas*l 17 ayat {3}, panitia rnenetapkan lO
(sepmtuh| orang ealon trrggCIh KPR&B utu,san dari
masing-maslag rursur.

tzl Setiap unsur diwakili t {satu} orarrg dan pa}ing
hanyak 2 (du{ orerls*

(31 Paqitia merrJasrpaiha$ {rasB.:BG.&a 10 {seprrluhf
oraslg ealer,! ang6g+a KFP'B r,l*sil reksi
sgfoagaimana tersebut pada ayat {lf kepada Bupati.

a.
b.
c.
d.



ksel 19

(11 Bupati menyampaikan 10 (sepufuh) narna calon
hasil seleksi panitia kepqda DPRD.

(21 Melalarkan seleksi kelayakan dan kepatutan
terhadap LO {sepuluh} orang calon KPPAD tersebut
pada ayat {1}.

t3) DPRD memilih 6 {enam} orang calon anggota KPPAD
dari 10 {sepuluh} orang calon yang diusulkan
Bupati tersebut pada ayat {1f.

t4) DPRD men)rampaikan kepada Bupati nsrrla-n8m& 6
{enam} orang calon angota KPPAD hasil seleksi
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh
DPRD.

{5} Dari 6 (enam} orang calon yang disampaikan DPRD
tersebut pada ayat l4l, selanjutrrya Bupati memilih
dan menetapkan 5 {lima) orang diantararrya sebagai
anggota KPPAD defenitif.

ksat 2()

Bupati melantik dan mengukuhkan Anggota KPPAD
terpilih.

Pssal2l

Sebelum melaksanakan tugasrr5ra anggota KPPAD
diwajibkan mengucapkan sumpah dan janji sebagai
berikut:

DEMIALI,AH, SATA BERSUMPAI{ /SAYA BERJATr,JI
BATIWA SAYA UNT{.JK DIANGI{AT SEBAGAI ANGGOTA
KOMISI PENGAWASAN DAN PF,RLITTOUNGAN ANAK
DAERAEI KABWATEN NA?UNA BAIK I,ANGSUNG
MAUPUN TIDAK I.AJYGSUJYG DENGAN RrdPA ATAU DALIH
APAPUN J{IGA TIDAK MEMBEEI ATAU MENYANGGUPI
AKAN MEMBERI SESUATU KF,PEOA SIAPYTPU]Y JUGA.

BAITWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KE.PADA NEILARA
REPUBLIK.ilVDO/IESIA.

BAITWA SATA AKAN MEMrcANG RAHASII, SESUAfU
YANG MEN{JRr"I"I STPATT'TYA ATAU MENURW PERINTAH
IdARUS SAT4 RAIIASIAKAN.

BAT{WA SAYA TIDAK AI{AN MENERIfu{A ITADIAH ATAU
SESUA?U PEMBE,RIAN BERWA APA SAJA DARI
SIAPdPU]V JUGA YANG SATA TAI{U PATW DAPAT
MENGIRA &fifi$A IA MEMPUNYAI HAL YANG
BERSANGK{ITAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN
DENGAN JABATAN ATAU PEKEzuAAIY SAYA,



BAIIlltA, Sy{fd DALAM MENJAIA'NKAN JABATAN ATAU
PEKE-RJAAN SATA SENTAJY?IASA AKAN LEBIH
MENGWAK{AKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA
KEPENTINGAN SATA SEJ\TDIRT SESEORILIIIG ATAU
@LONGAN-

BAT{TTIA SATA SE]YAAIflASA AKflIT MENJ{TNJUNG TINCGI
KEHORIvIATAN NEGARA DAN PEMF;RII{TAT{ REPUBUK
I]YDOtrESIA.

BAI{WA SAI?I AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB,
CERfuIAT DAN SEIWANGAT UNTIJK KEPENTTNGAN
NEGARA DAN DAERAH"

Pasal22

Masa hrgas anggota KPPAD selana 5 (lima) tahun
terhitung sejak tangeal pelarrtikan/ pengukuhan sebagai
anggota KPPAD.

BAB V
PEilGGAITTIAIT AITTAn. YAKTU

ksal23

Anggota KPPAD yang krhenti sebelum berakhir
masia tugasnya. akan digantikan oleh KPPAD
penggarrti antar walrtu sampai dengan beralchirnya
mrrsa tugas a*gota KPPAD tersebul

Anggota KPPAD pengganti antar wakhr berasal dari
unaur yang aarra. dengan arrrggota yang digantikan.

Pemilih angota KPPAD pengganti antar waktu
didasadcan pada rangking hasil releksi yang telah
direkomendasikan oleh DPRD Kepada Bupati.

Jika calon anggota KPPAD Pengganti antar urakhr
sesuai dengan rangking tidak bersedia dan atau
tidak diketahui keberadaarrya maka penggarrti antar
waktu dipilih dari rangking berikutnya.

Jika calon sebagaimana pada ayat {4}, diatas tidak
bersedia dan/atau tidak ditemukan keberadaannya,
maka Bupati dapat mengangfuat ang<rta KPPAD
penganti antar walctu yang tidak termasuk
danlatatr tidak pernah mengiktrti seleksi berasal
dari unsur yang sama.
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BAB V
LEUBAGA

Prsal 24

KPPAD menggunakan lambang Kabupaten Natuna yang
dibagian bawahnya diberi simbol tulis KPPAD-

fesat 25

Penggunaan tanda lambang sebagai filana dimaksudkan
pada Pasal 24 meliputi :
; Kepala surat untuk surat-surat yang ditanda

tangani oleh ketua dan I atau anggota KPPAD
lainnya.

b. Pada PIN tanda pengenal yang dikenakan pada
pakaian anggota KPPAD.

c. Pada stempel yang digunakan khusus oleh anggota
KPPAD.

d. Pada karhr identitas anggota KPPAD lainnya-

BAB VI
UEI(AI$SUT ITTR.IA

Pasat 2.6

Mekanisme Kerja KPPAD adalah sslagar berikut :

a. Pelaksanaan Tugas KPPAD dikrkuhkan dengan
mengutarnakan musyawarah untuk mufakaL

b. Lalroran,saran, masukan, dan pertimbangan kepada
Bupati disampaikan atas dasar kesepakatan anggota
KPPAD.

c. Apabila dipandang perlu, KPPAD dapat melakukan
kirjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat
manpun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli,
dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

d. Dalam melaksanakan tugasnya KPPAD dibantu oleh
Sekretariat.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekarrisme kerja
KPPAD diatur dalam Peraturan Tata Tertib KPPAD'

f. Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas-tugasnya,
KPPAI) dapat menganglat tenaga ahli.

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelgangkatan
Tenaga Ahli dan pembentukan Sekretariat KPPAD

diatur lebih laqiut dengan Peraturan Bupati-
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BAB VII
PTUBIAYAAIT

PacE.l2T
Biaya yang diperlukan bagi Pelaksanaan kegiatan
operasional KPPAD Ikbupaten Natuna dibebankan kepada
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Natuna.

BAB VIII
XETEISTTIAIT PEilITTUP

ksel28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangtran.

Agar setiap orang mengetahuirqrq memerintahkan
Pengundangan Ferattrran Bupati irri dengan
penempatannya dalam Berita Daeratr Katmpaten Nahrna.

Ditetapkan di Ranai _ .F
padairtggd t3 -[rtt"t'ran ]o19

BUPATI NATI'NA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tangal li )111tuan 9€t9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON
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